
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 3 0  TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KOTA AMBON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan -ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan 
RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan 
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 
dalam tahun berjalan menunjukan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan 
Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Ambon Tahun 2023 agar dapat terlaksana dengan 
efektif, terencana, terarah dan berkesinambungan, 
serta guna memberi pedoman dalam penyusunan 
Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPBD-Perubahan ) Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, 
perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kota Ambon Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
R epu b lik  In d on es ia  T ah u n  1957 N om or 80) sebaga i 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104-, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ' 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa . kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3137);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 112);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana. Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 496);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana 
Keija Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 888);

15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026 (Lembaran 
Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 04 Seri E 
Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Ambon (Lembaran 
Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 8 Seri E 
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon 
Nomor 234);:

17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 
278;



18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah 
Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota 
Ambon Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota 
Ambon Tahun 2022 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 404).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA 
AMBON TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota Ambon dan 
Wakil Walikota Ambon.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah.

6. Rencana Pembangunan Jmigka Panjang Kota Ambon, yang selanjutnya 
disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kota Ambon untuk periode selama tahun 2006-2026.

7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya 
disingkat RPD Kota Ambon adalah dokumen perencanaan 
pembangunan menengah Kota Ambon yang masa jabatan kepala daerah 
berakhir di Tahun 2022.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

9. Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2023.



10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Rencana Keija Perangkat Daerah yang disingkat Renja-PD 
adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. ” i

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas 
bersama dengan DPRD.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana belanja program dan 
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. • .

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2
(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kota Ambon dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
yang penyusunannya berpedQjnan pada RPJPD, RPD, Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Provinsi dan memperhatikan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN

Bab II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 

Bab III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Bab VI PENUTUP

(3) Isi beserta uraian rinci Perubahan RKPD Tahun 2023 dimuat dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini.

Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

menjadi:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan 

Rencana Keija Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023;
b. Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 

2023 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 
2023, y a n g  ak an  d iu su lk an  o leh  W a lik o ta  A m b on  u n tu k  d isepaka ti 
bersama dengan DPRD, sebagai landasan perumusan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belaflja Daerah (R-APBD) Kota Ambon 
Perubahan 2023.
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ВАВ III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

P araf Koordinasi

Diundangkan di Ambon 
pada tanggal 9
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Ditetapkah ,di Ambon
9  September
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Kabag Hukum n  :

WATTIMENA

DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 3 0


